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PBB-P2 250 Persen

Pajak Tidak Boleh Tiba-tiba Naik Tingg

KENAIKAN Pajak Bumi din
Bangunan Pedesaan dan Per-
kotaan (PBE-P2) hingga 230
pursent i Kalnpaten Pa, Jawa
Tenpah. dinilai tak wajar. Su-
mayan meminta kebjakan ini
divvaluasi karena berpolensi
memberalkan rahyal.

Wakil Ketua Komiisi [T DPR
Dedde Yusul Macan Effondi me-
ngtakin. kenaikan apa pun di
alis 500 persen past fak wajar.
Keneikian PBE-P2 chan Nl fual
Ujek Pajak (NIOP) selranusya
dhilakukan secars beckala, dan
ticink bolch ada lonjakan ehstrem
vany sangal mendadak tanpa
alanya miligast ataw prinsip
husadifan.

" Ausas heeadilan inf vang barus
dlipertiailan adalah hemamypm
membayar, Jadi masyvarakal
nampu nggak membayar.” kata
pulitikus Partai Demokeat i di
Jabcarta. Jumat (§8/2025).

Dia menjelaskan, perlindu-
npan masyarakal diatur da-
lam Pasal § Undang-Undang
(UL) Pajik Dierah dhan Pasal
UL Reteibusi Davrah (PDRD).
Kenaikan PEB vang tinggi bisa
dianggap selapat maladmings

frasi. “Jadi beberapa davrah
iisenya menaikkan 30 peesen
per Lihun, tahun berikutny
dhinaikkan Jagi,” ujarnya,

Dede Yusul mengingatkan
Femerintah Dacrah {Pemda)
berkemsullasi dengan DPRD
dhim melakukan ssialisast pada
masyarakal sebefum menganibil
hebijaban. Pasalna, belian tam-
bithian bis memicy peouruan
dlaya Lol mssvarakal, menam-
bah kemiskinan, dan pejolak
st

Dia menpatakan, kenaikan

sthusir itu ahan dianggap wigir

ikt niegara dhalam bencana atau
vt Lag terkena musiliah,
[arena akan membulubkan
Dhara Siep Pakai (D3], Nartun
jali ik wajar jika lidak ada
hejadian tersebut, serta tidak
il penjelasan ke publik. "Yang
saya beca, sudah 14 tahun tidak
maik. Boleh ngpak naik? Buleh
naik. tapi han bertahap tadi,
titlak Tangsung loncat ke angha
hesar,” Iepasarya.

Anggota Komisi 11 DPR
At Trawem fidak memung-
kird, jika kebijakan wwrsehut
nierupakan kewenangan Pemida,

Warman, kenaikan PBE-P2 hing-
pra mencepai 250 persen tiilak
waljar. schingga perly divvalug-
st. Terlebih brsaram kenaikan
tersebul dikemakan untuk kepe-
ilikan pribiad;.

Politikus Partai Golkar ity

meminta Kementerian Dalam

Megeri (Kemendagri] wrun
tangan melakukan evaluast.
“Kemendagri Bars mengeeek.
Apakath sama dengan infur-
masi yany beredar di publik.
Kemendagri seharusuya bisa
me-review sejak awal,” ujar
Trawn,

Dia rmenyebut, Pemda Gidak
hisia hisalahkan sepenubinya atas
benaihan itu. Pertama, mungkin
safit karena nuany (iskal daerah
yang senpil. Kedug, karena
lelangja aparatur sipil nepara i
davraby sangal lingpi dibanding
dlemgran kernampuen skl untuk
membiayai penyelenggaraan
pernerinafian,

“Padatial UU kit (elah me-
nigatur ks uniok Lelanga apa-
ratur maksirnurn 30 persen ard
Ay Perlapitan e Dilanj
Chaerah (APBD), " ucpnya.

Irawan menyarankan agar
Pemda disiplin melahukan be-
lanju daerah. Rakyat jangan
st dfibebankan akilial ket

© dahdlisiplizian Peoda mengelola
Eopendapatan daerah. “Apalagi

ikt pranygtan ik dan vetribuasi
yang jurnlah henaikannya sangal
siemifikan,” Lewasnya,
Sementara, Bupali Pati Su-
dewn membebeckan sejumlah
algsan i hemaikan PBE-P2
itu, Antars Lain, ingin membal
rumah sakit jadi sepeimhnya
milik ritkyat, serla infrastrukiur
falan yang sebelumnya rusak
lieral bisa diperiaiki, B PYB
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